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TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017-2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang :

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh
Merdeka (Memorandum of Understanding Between The
Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh
Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah
Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka
menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan
konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan
dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad
untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan
Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang
demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

bahwa untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Aceh Timur Tahun 2008-2028, dipandang perlu untuk
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2022 sebagai
perwujudan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008-2028 selama lima
tahun kedepan dan  kelanjutan dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2012-2017;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
perencanaan pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota
disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem
perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan
memperhatikan  nilai-nilai  Islam, sosial budaya,
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan
pemerataan serta kebutuhan;



Mengingat

—

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal
15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2022 ditetapkan
dengan Qanun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu
membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur Tahun
2017-2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor106);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1213);

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032
(Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 46);

Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh
Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh
Nomor 62);

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 5);
Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Aceh Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 10);



28. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Timur(Lembaran Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2016 Nomor 4);

29. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur
(Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

Menetapkan :

dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara
Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas
Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.

2. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya
disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Timur.

5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Timur
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur, Dinas, Badan,
dan Lembaga Keistimewaan Aceh Timur.

6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

8. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

9. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk mencapai
tujuan.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Aceh Timur yang selanjutnya disebut dengan RPJM
Kabupaten Aceh Timur adalah dokumen Perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang
merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan
Wakil Bupati hasil pemilihan umum tahun 2017.



11. Rencana  Strategis Perangkat Daerah  Kabupaten
Aceh Timur Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut
Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat
daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak
tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang berpedoman
pada RPJM Kabupaten Aceh Timur.

12. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang
selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan
Kabupaten Aceh Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur
yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat Bappeda adalah perangkat daerah
Kabupaten Aceh Timur sebagai unsur penunjang urusan
pemerintahan  bidang perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan.

15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah kepala
perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan
pembangunan, penelitian dan  pengembangan di
Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH TIMUR

Pasal 2
RPJM Kabupaten Aceh Timur merupakan penjabaran visi,
misi dan program Bupati Aceh Timur berdasarkan hasil
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017.

Pasal 3

Sistematika RPJM Kabupaten Aceh Timur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;

BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;

BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

BAB VI : Strategi, Arah  Kebijakan dan  Program

Pembangunan Daerah;

BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan
Program Perangkat Daerah;

BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
dan

BAB IX : Penutup.



Pasal 4

RPJM Kabupaten Aceh Timur sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 5

RPJM Kabupaten Aceh Timur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, menjadi pedoman:

a. Perangkat daerah dalam menyusun Renstra-PD dan
seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Timur
dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama
periode 2017-2022;

b. Pemerintah Gampong di Kabupaten Aceh Timur dalam
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Gampong (RPJMG); dan

c. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam penyusunan
RKPK setiap tahunnya.

Pasal 6

RPJM Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan oleh Bupati dan
seluruh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan di Kabupaten Aceh Timur.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH TIMUR

Pasal 7

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:
a. kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten
Aceh Timur; dan
b. pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten
Aceh Timur.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian
dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KABUPATEN ACEH TIMUR

Pasal 8

(1) Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Timur dapat dilakukan
apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan;



(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(1)

(2)

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. terjadi perubahan yang mendasar.

Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Kabupaten

Aceh Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dan huruf b, dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam masa

berlaku RPJM Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2022.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢, mencakup antara lain terjadinya bencana

alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial
budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau
perubahan kebijakan nasional.

Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Timur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan tersendiri dengan

Qanun Kabupaten Aceh Timur.

Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Timur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman RKPK dan

perubahan Renstra-PD.

Dalam hal terjadi perubahan RPJM Kabupaten

Aceh Timur yang tidak mendasar, bersifat parsial

dan/atau perubahan capaian sasaran, akan tetapi tidak

mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan

RPJM Kabupaten Aceh Timur, maka penetapan

perubahan capaian sasaran RPJM Kabupaten Aceh Timur

tersebut ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dokumen  perencanaan pembangunan Kabupaten
Aceh Timur yang telah disusun dan ditetapkan sebelum
Qanun ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pada saat Qanun Kabupaten Aceh Timur ini mulai
berlaku, maka RPJM Kabupaten Aceh Timur menjadi
pedoman penyusunan rencana pembangunan Kabupaten
Aceh Timur sampai tahun 2022 dan dapat dijadikan
sebagai RPJM Kabupaten Aceh Timur transisi untuk
dipedomani dalam penyusunan RKPK tahun 2023
sebelum ditetapkannya RPJM Kabupaten Aceh Timur
tahun 2023-2028.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 24 September 2018 M
14 Muharram 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,
ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB
Diundangkan di Idi
pada tanggal 27 September 2018 M
17 Muharram 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd
ZAHRI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (7/82/2018);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB. AC TIMUR,
M.JAMAL, SH

Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004



